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BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR 6 TAHUN  2014 

TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang  :   a. bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 54 Undang - undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan 

secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata 

dan nondiskriminatif 

 b. bahwa  berdasarkan huruf a diatas Pemerintah 

Kabupaten berkepentingan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah lebih 

dititik beratkan pada upaya peningkatan kesehatan 

(promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan 

penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabititatif) 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan; 

 c.  bahwa perkembangan keadaan dan semakin 

meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan  

masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang 

untuk operasional, maka dipandang perlu untuk 

melaksanakan pengaturan yang mengarah pada sistem 

yang terpadu, adil, efektif dan efisien serta dapat 

menggerakkan peran serta masyarakat  dalam 

pembiayaanya; 

d.bahwa..... 
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 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.  

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor  12 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan  Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

8. Undang ..... 
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  8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah  Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

  10. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3781); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); sebagaimana telah dubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15.Peraturan ..... 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);   

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737);  

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun       

2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 7). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 
 

dan 
 

BUPATI BINTAN 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN. 
 

BAB I ..... 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan  

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan. 

4. Pemimpin  SKPD adalah Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bintan. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah  selanjutnya disingkat RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan . 

6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung di Rumah Sakit. 

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 

meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

8. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh staf medis fungsional  (dokter umum, 

dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi 

spesialis, dan dokter tamu) kepada pasien. 

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien 

untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 

medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di 

rawat inap. 

10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien 

untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, 

rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya 

dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas 

III, II, I,VIP dan VVIP. 

11.Pelayanan ..... 

 


